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No Jenis Pembayaran Jenis Dokumen Dilengkapi
Keuangan
Pembayaran Biaya Sewa sd 2  |Pembayaran biaya sewa 3 unit Teratak untuk | Telaah Usulan kegiatan, lembar
Juta kegiatan......pada disposisi persetujuan kegiatan,
Biro/Fakultas/Lembaga/UPT....sesuai Memo |Kuitansi SISKA, SPBy*, Kuitansi
Tanggal...yang dilaksanakan tanggal... yang telah bermaterai**, Memo
Pesanan, Bon/Faktur, Rincian Biaya,
Foto Barang,Copy NPWP penyedia
(tidak ada NPWP PPh ditambah
100% dari tarif)
Pembayaran Biaya Sewa sd 2 [Pembayaran biaya sewa 3 unit Teratak untuk | Telaah Usulan Pembayaran, lembar

Juta sd 10 juta

kegiatan......pada
Biro/Fakultas/Lembaga/UPT....sesuai nota
pesanan Tanggal...dan BAST No...Tgl...

disposisi persetujuan prmbayaran,
kuitansi SISKA, SPBy*,Kuitansi yang
telah bermaterai, Nota Pesanan,
Bon/Faktur, Rincian Barang, Foto
Barang, BAST, Copy NPWP
penyedia (tidak ada NPWP PPh
ditambah 100% dari tarif)

Pembayaran Biaya Sewa sd 10
Juta sd 50 juta

Pembayaran biaya sewa 3 unit Teratak untuk
kegiatan......pada
Biro/Fakultas/Lembaga/UPT....sesuai SPK
no... Tgl...dan BAP No...Tgl...

Telaah Usulan Pembayaran, lembar
disposisi persetujuan prmbayaran,
kuitansi SISKA, SPBy*,Kuitansi yang
telah bermaterai, Penawaran Pihak
ketiga, Nota Pesanan, Surat Perintah
Kerja (SPK), Bon/Faktur, Rincian
Biaya, Foto sebelum/saat/sesudah,
BAHP, BAST, Copy NPWP
penyedia (tidak ada NPWP PPh
ditambah 100% dari tarif)

Peraturan Presiden RI No. 16
tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan jasa Pemerintah Hal
28 -59

Peraturan Menteri Keuangan RI
No. 119/PMK.02/2020 Hal 71
No. 37. Satuan Biaya Sewa
Kendaraan

Peraturan Menteri Keuangan RI
No. 119/PMK.02/2020 Hal 126
No. 16. Satuan Biaya Sewa
Kendaraan Gedung Pertemuan

Ketentuan Jasa Sewa telah dijabarkan diatas pada No. 17 karena
ketentuan diatas adalah ketentuan secara umum berkenaan dengan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sedangkan pada SBM ada 3
kriteria sewa yaitu Biaya Sewa Kendaraan Oprasional Pejabat/
Oprasional kantor dan Lapangan, Biaya Sewa Kendaraan
pelaksanaan Insidentil dan Biaya Sewa Gedung. Kendaraan sewa
difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor dan sebagai ganti
pengadaan kendaraan melalui pembelian serta tidak ada biaya
untuk pemeliharaan kendaraan sewa tersebut.

Biaya Sewa kendaraan insidentil bersifat tidak terus menerus.
Diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan
dinas dalam negeri ditempat tujuan, pelaksanaan kegiatan yang
membutuhkan mobilitas tinggi, bersekala besar, dan tidak tersedia
kendaraan dinas serta dilakukan secara efektifitas dan efisien.
dalam hal ini sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan
Pengemudi. Untuk sewa kendaraan turut dilampirkan sebagai
bahan LPJ yaitu STNK mobil yang disewa dan KTP pemilik mobil.

Biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan diluar kantor
atara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ ujian masuk pegawai
dan kegiatan lain sejenis yang berkapasitas lebih dari 300 orang
sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas
gedung pertemuan lainnya.Untuk sewa gedung turut dilampirkan
sebagai bahan LPJ foto dalam ruang gedung yang disewa.

**nilai kuitansi > 1 juta materai
6000




